S Oleh:
Dr. Jiuhardi, S.E., M.M
- Semester Ganjil 2022-2023



Negara (UU No0.17/2003, 5
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04)

Negara (UU No0.1/2004,




SANAAN UU No 17/2003
EUANGAN NEGARA

& Anggaran Instansi

ndalian Pinj Pusat & Daerah:
r Akuntansi Pemerintahan;



e |

PP PELAKSANAAN UU No 1/2004
ERBENDAHARAAN NEGARA

BN/APBD [Ps 16 ayat (2), Ps 21 (ayat 6)];
legara/Daerah [Ps 28 ayat (1)];

ilik Negara/Daerah [Ps 48(2) dan Ps 49(6)];
Kinerja Instansi Pemerintah [Ps 55 ayat

aan
oran Keuangan d

elolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pembiayaan dan
ungan [Pasal 3 ayat (6)];

lolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan
m [Pasal 69 ayat (7)];

ara Pemberian Pinjaman atau Hibah [Pasal 33 ayat (3)];

g. [ata Cara Penyelesaian dan Penghapusan Piutang Negara/Daerah
[Pasal 37 ayat (5)];

9. Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Utang Negara/Daerah
[Pasal 39 ayat (4)];

10. Investasi Pemerintah [Pasal 41 ayat (3)];
11. Pengendalian Intern Pemerintah [Pasal 58 ayat (2)];
12. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah [Pasal 63 ayat (2)].



PELAKSANAAN UU 15/2004
NTANG PPTKN

_HP kpd Legislatif;
ra Tindak Lanjut;

ara Penyampa

ara Penyelesaian Kerugian Negara.



OK-POKOK MATERI UUKN

ANGAN NEGARA” (psl 1, 2, penjelasan)
an keuangan negara (psl 6)
Pengelola Fiskal vs. Pengguna

tuan penyusunan dan penetapan APBN/D - gross
le, comprehensive, result based

uan pelaksanaan APBN/D = allotment, perubahan,
oran perkembangan

an pertanggungjawaban -> pelaporan keuangan
berdasarkan akuntansi

-« Pengaturan hubungan keuangan antar-pemerintahan, Bl,
BUMN/S, dan lembaga asing

- Ketentuan pidana/sanksi



mERTIAN KEUANGAN NEGARA

ua hak dan kewajiban negara yang dpt dinilai dgn
gala sesuatu baik berupa uang maupun berupa
arang yang dpt dijadikan milik negara berhubuniq dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebu

ek : semua hak dan kewajiban, termasuk kebijakan dan
tan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan

ek : Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahaan
ra/Daerah, dan badan lain yg ada kaitan dgn KN

Proses : Dari kebijakan, perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban

- Tujuan : Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
negara untuk mencapai tujuan bernegara



Kebijakan adalah kebijakan yang
nerintah untuk mengatur
an pendapatan negara.

jakan moneter adalah kebijakan
dibuat oleh Bank Sentral untuk




NG LINGKUP KEUANGAN NEGARA (Pasal 2)

emungut pajak, mengeluarkan &
an meminjam,

yelenggarakan layanan umum
rintahan dan me ar tagihan pihak ketiga,;

Imaan Negara/Daerah;
aran Negara/Daerah;

aan negara/daerah yg dikelola sendiri atau oleh
In, termasuk kekayaan yg dipisahkan

an pihak lain yg dikuasai oleh pemerintah dim
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau untuk
kepentingan umum;

Kekayaan pihak lain yg diperoleh dgn menggunakan
fasilitas yang diberikan pemerintah.




NSAAN KEUANGAN NEGARA (Pasal 6)

gang kekuasaan umum keuangan

9

gelolaan fiskal, termasuk kekayaan negara yang
sahkan, dikuasakan kpd Menteri Keuangan;

gunaan anggaran/barang dikuasakan kpd
eri/pimpinan lembaga;

: lolaan keuangan daerah, termasuk kekayaan
daerah yg dipisahkan diserahkan kpd KDH;

- Kekuasaan umum presiden tidak termasuk bidang
moneter, yang diatur dalam UU tersendiri.
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n fiskal dan kerangka ekonomi makro;
ran PBN dan APBN-P;

sahkan dokumen

aksanaan anggaran;

kKan perjanjian internasional di bidang keu. negara;

kan pemungutan pendapatan negara;

\ Me nakan fungsi bendahara umum negara;
MenyusUn laporan keuangan sbg pert.jawaban APBN;

- Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan
fiskal.
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‘GUNA ANGGARAN (Psl 9)

an anggaran K/L ybs;

laksanaan anggaran;

nakan angga

nakan pemungutan NBP dan menyetorkannya;
| piutang dan utang negara pd K/L ybs;
la BMN di lingkungannya;

Menyusun laporan keuangan sbg pert.jawaban K/L;

- Melaksanakan tugas-tugas lain.
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NAN & PENETAPAN APBN
(Pasal 11 s.d. 15)
ari pendapatan, belanja, dan

anisasi, fungsi, dan jenis

a,
disusun berpedoman pd RKP yg didahului

impaian pokok2 kebijakan fiskal dan
a ekonomi makro pd bin Mel kpd DPR;
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RKA berdasarkan prestasi kerja
| beserta prakiraan belanja 1

n berikutnya,;

dibahas dgn DPR, dan hasilnya digunakan
nyusunan RAPBN oleh Menkeu;

N dibahas berdasarkan UU Susduk; DPR
K melakukan perubahan;

\ - Persetujuan RAPBN oleh DPR terinci sd unit
~organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis
pbelanja, paling lambat 2 bin sebelum tahun
APBN.




MEKANISME PENYUSUNAN APBN

ditolak APBN
\ "1 Tahun oy
Pemerintah | diajukan
7 Presiden . L e T
I I dlema | ppguy
Menyusun RAPBN RAPBN disidangkan
dalam bentuk Nota
Keuangan Dikembalikan untuk dilak- "
sanakan




LAKSANAAN APBN
(Pasal 3 sd 5 dan 26 SD 29)

alah 1 Januari sd 31 Desember;

gsl otorisasi, perencanaan, pengawasan,
stabilisasi;

N yg sdh disetu| Inci lebih lanjut dalam Keppres;

a penerimaan dan pengeluaran pada tahun APBN
ukkan dalam tahun APBN ybs;

naan Surplus diutamakan utk pembentukan cadangan;
an Realisasi Semester disampaikan bln Juli;

han APBN dpt diajukan dan dibahas dgn DPR sebelum
ggaran berakhir;

Dalam keadaan darurat, Pemerintah dpt melakukan
pengeluaran, dan diajukan dim APBN-P;

Ketentuan pengelolaan keuangan negara diatur dim UU
perbendaharan negara.
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ETANGGUNGJAWABAN
(Pasal 30 s.d. 33)

PBN dipertanggungjawabkan dgn UU
euangan yang sdh diaudit BPK;

. LRA, Neraca, LAK, dan CaLK
ahaan negara,

a dilampiri LK pe

Isusun berdasarkan akuntansi yang standarnya
un oleh komite standar yang independen dan
ngkan dalam PP;

entang pertanggungjawaban disampaikan
paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran
berakhir;

Pemeriksaan BPK diatur dgn UU tersendiri;
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UNGAN LEMBAGA
(Pasal 21 sd 25)

k Sentral memiliki hub koordinasi dim hal
moneter;

men | okasi dana kepada Pemda, dan juga
memberi hibah ma pinjaman;
dpt memberi pinjaman atau meminjam dengan persetujuan
P23/2003 memberi batas pinjaman);

ah dpt melakukan investasi, memberi hibah kpd, atau
an divestasi pd perusahaan negara/swasta atas
an DPR/D;

Menteri Keuangan/KDH melakukan pembinaan atas perusahaan
negara/daerah;

Menteri Keuangan/KDH melakukan pembinaan atas badan-badan
pengelola dana masyarakat dgn fasilitas pemerintah.
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, SANKSI & GANTI RUGI
(Pasal 34 & 35)

terdiri dari (i) kebijakan, (ii) kegiatan, (iii)
(iv) fiduciary bendahara;

baga/KDH dikenakan sanksi denda
u pidana thp pen angan kebijakan;

tker anggaran dikenakan sanksi denda/pidana thp
Impangan kegiatan ;

ap pegawai atau pihak lain dikenakan sanksi
Inistratif krn tidak memenuhi kewajibannya;

Bendahara memiliki tanggung jawab fiduciary;

Ketentuan Kerugian negara  diatur dim Uu
perbendaharaan negara,

Catatan: Psl 35 ttg bendahara muncul sbg pasal
kompromi antara Pemerintah dan BPK.
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LIHAN & PENUTUP
al 36 sd 39)

krual dlm pendapatan dan belanja

hp APBN TA 2006;

, dan RAB tida aku lagi sepanjang telah

h UU ini.
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kas Mekanisme APBN)
PENDAPATAN DAN
ELANJ GARA (APBN )
menjabarkan pengertian Keuangan
secara riil diperlukan adanya proses
anaan (planning). Proses perencanaan
kaltannya dengan APBN tentu
berkaitan dengan perencanaan keuangan
‘(bubgeting atau penganggaran).




PBN:
23 (1), tentang APBN
tahun.

.17/2003 tentang keuangan negara.



ang mencerminkan pilihan
lode pada masa yang

rnyataan tentang perkiraan pengeluaran
Imaan yang diharapkan akan terjadi
) periode di masa yang akan datang.



tahunan pemerintahan
Indonesia yang disetujui oleh DPR.
daftar sistematis dan terperinci yang
encana penerimaan dan pengeluaran
lama satu tahun anggaran (1 Januari —
1 Desember).




Jaan negara, mewujudkan
merataan

n aktivitas
asyarakat.



ksanakan pendapatan dan
nja pada tahun bersangkutan,
SI Perencanaan
man bagli negara untuk merencanakan
tan pada tahun tersebut.

WEENOEERE

Pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintah negara sesual

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.




ntuk mengurangi
angguran emborosan sumber
serta meningkatkan efesiensi dan
/Itas perekonomian.

1gsi Distribusi

Memperhatikan rasa  keadilan  dan
kepatutan.




gsi Pengorganisasian

man untuk menyeimbangkan berbagali
yang ada agar semua kepentingan
dilaksanakan dengan baik.



dengan berdasarkan azas-

mandirian, itu  meningkatkan

ber penerimaan dalam negeri.

hematan atau peningkatan efesiensi

produktivitas.

3. Penajaman prioritas pembangunan

4. Menitik beratkan pada azas-azas dan
undang-undang negara



APBN:
engajukan RAPBN (RUU
— UU APBN selambat-
tnya n sebelum tahun
ran dilaksanakan.




an UU — pelaksanaan



Pelaksanaan APBN:
lambatnya bulan setelah tahun
berakhir, Presiden menyampaikan
ang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
epada DPR berupa Laporan keuangan
h diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Ceuangan.




| penerimaan) Negara
ran Belanja (pengeluaran) Negara

melaksanakan tugas sehari-hari (rutin),

anggaran rutin:

. Anggaran penerimaan rutin (dalam negeri)

. Anggaran belanja rutin



tugas pembangunan
ggaran

gunan:
an penerimaan pembangunan
ran belanja pembangunan



nerimaan bukan (non) pajak
A (Migas dan non Migas), bagian laba
UMN, PNBP lain.
aan pembangunan (Hibah), bantuan dari
(dalam maupun luar negeri) maupun  pemerintah
negeri

bl. Bantuan program

b2. Bantuan proyek

Ph, PPN, PBB, BPHTB, Cukai & pajak lain.

swasta
luar



Belanja Negara, menurut

Belanja (pemerintan  pusat),
blayal kegiatan pembangunan
erintah pusat baitk  yang dilakukan di
Usat maupu di daerah.

Belanja pegawal, belanja barang, belanja
modal, subsidi daerah otonom, subsidi
BBM dan non BBM, pembiayaan
bunga hutang, belanja lainnya.




nan (belanja daerah),
merintah daerah —
apatan APBD yang bersangkutan.

a bagi hasil, dana alokasi umum,
alokasl khusus, dana otonomi



dalam negaeri: pembiayaan
privatisasi, surat utang
yertaan modal

pe
jara, serta
ra.
embiayaan luar negeri: penarikan
man luar negeri (pinjaman
program & pinjaman proyek).

c. Pembayaran cicilan pokok utang luar
negeri







Pengertian
raan Negara (Psl 1 ay.1)

Negara adalah

| pertanggungjawaban
ngan negara, termasuk Investasl
kekayaan yang dipisahkan, yang
kan dalam APBN dan APBD




URTKEUANGAN NEGARA DARI SEGI

SUBYEK
Keuangan
Negara
I
Lembaga Pengelola
Pemerintahan Kekayaan Negara
Yang Dipisahkan

|

Pemerintahan BUMN/D BUMN/D
Pusat,
termasuk BLU N Elglel Non
x LCTTEGTET

Lembaga
Moneter
termasuk
bank sentral

Pemerintahan
Provinsi,
termasuk

*) BLU = Badan Layanan

Pemerintahan Umum, seperti

: Kabupaten/Kot Rumah Sakit dan
: a, termasuk —| Non Moneter Perguruan Tinggi
. | BLU¥® j

- e - - - ... .- - —m—-—m———————— -



NSIP (BARU) PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA

erorientasi pada hasil,

keuangan oleh badan
ksa yang bebas dan mandiri.

42



@G PERBENDAHARAAN NEGARA

BUNGAN HUKUM
NTAR INSTITUSI DALAM

GA EKSEKUTIF DI BIDANG
KSANAAN UU APBN/PERDA
. APBD
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Paradigma Baru

dalam pengelolaan Keuangan Negara

dari Financial Administration
Ke Financial Management

let
the managers

MEIaNUas
X manage

heck & Balance

Pengendalian :
' Viechanism



m‘erbendaharaan Negara

un
spesialitas

lonalitas, keterbukaan dan
bilitas dalam pelaksanaan anggaran




ngkup Perbendaharaan Negara
(Pasal 2 ayat 1)

endapatan dan belanja negara
dapatan dan belanja daerah
rimaan  dan  pengeluaran

anaan penerimaan dan pengeluaran

elolaan kas
Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah

7. Pengelolaan invesasi dan barang milik
negara/daerah




aan akuntansi dan sistem

jlemen keuangan negara/daeah
pertanggungjawaban
ksanaan APB BD

yelesalan kerugian negara/daerah

elolaan Badan Layanan Umum

musan standar, kebijakan, serta sistem
rosedur yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara dalam rangka
pelaksanaan APBN/APBD




ns Umum (Pasal 3)

merupakan dasar bagi Pemerintah
an penerimaan dan pengeluaran

pengeluaran negara, termasuk subsidi dan
lainnya yang sesuali dengan program

tah pusat, dibiayai dengan APBN;

an untuk membiayal pengeluaran yang

mendesak dan/atau tidak terduga disediakan

dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya

- diatur dalam peraturan pemerintah.
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m‘-Perbendaharaan Negara
(Pasal 4 s.d 10)

lembaga adalah Pengguna
Barang bagi kementerian

Impinnya;

ndahara Umum Negara;

pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota
kat Bendahara Penerimaan/Bendahara
: aran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan/belanja
pada kantor/satker dilingkungan K/L/satker perangkat
- daerah

baga
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aan Pendapatan dan Belanja
egara/Daerah (Pasal 11s.d 12)

lputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari

ekayaan bersih

ierimaan Yyang perlu dibayar kembali dan/atau
eluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran ybs maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

- Penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Negara
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Mhn penerimaan dan

engeluaran

dasar:
enangan,

Jelolaan kas.

o1
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2ERANIDANTANGGUNG JAWAB MENTERI
AEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS

Menteri Keuangan sebagal pembantu Presiden
dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah

Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I.

l Setiap menteri sebagai pembantu Presiden
pada hakekatnya adalah Chief Operational
Officer (COQO) untuk bidang tugas kementerian
yang dipimpinnya.



utif senior yang

tuk mengelola

an sebuah perusahaan.

Itu, CFO juga bertugas

nalisis kekuatan, kelemahan

an perusahaan serta mengusulkan
tindakan korektif pada perusahaan.



yang memastikan
ada di jalur yang
dan sejalan dengan strategi dan
usahaan. COO melapor langsung
lef Executive Officer (CEO) dan
mengkomunikasikan pesannya.



Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran

Presiden
l (sebagai CEO)
Menteri Teknis Menteri Keuangan
(sebagai COO) (sebagai CFO)

Kepala Kantor
(selaku Kuasa COOQ)

Kepala KPPN
(selaku Kuasa CFO)

[ Rendelegasian kewenangan pelaksanaan program
I -ndelegasian kewenangan perbendaharaan




N PENGELOLAAN KEUANGAN

aan pengelolaan keuangan Negara
n meliputi kewenangan yang
enangan bersifat khusus.

am penyelenggaraan kekuasaan dimaksud,

iden (CEO: Chief Excecutive Officer) menguasakan
ian kekuasannya kepada Menteri Keuangan

: Chief Financial Officer) selaku Pengelola Fiskal
akil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan
Negara yang dipisahkan, serta kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga (COOQO: Chief Operational
Officer) selaku pengguna anggaran/pengguna barang
kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya
termasuk Sekretariat Jenderal DPPR RI.



sahan Kewenangan

Menteri Keuangan

(

- ™

PN BUNTA) PENGUITEAN & RN AL
W OUE T =) VSIS ANAN FEVBAYARAN

PENCAIRAN

DANA

administratief be |
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eheer. adalah

it pembuatan komitmen (perjanjian
ekanan), pengujian
h pembayaran itu .

gkan penyelenggaraan kewenangan
aharaan (comptable beheer) dipegang oleh

h pejabat yang memperoleh kuasa dari
engguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian
ewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.



Menteri Keuangan

P eV B UNTA) : ' PERANIAH
ISONMUIVIEN PEMBAYARAN

PENCAIRAN

DANA

Comptabel beheer
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P E VIS RN 20 SNANETAN

DAVBAWVIEREIFAKSANAANANGGARAN BELANJATNEGARA

Mentern Teknis
SEICTHA PaﬂgWJggaﬁ

Menteri Keuangan
Selaku BUN

PEMIBUATAN | PENGUJIAN & | PERINTAH
KOMITMEN || PEMIBEBANAN | PEMBAYARAN

usan Administratif
Inistratief Beheer)

PENCAIRAN
DANA

PENGUJIAN

Pengurusan Komtabel
(Comptabel Beheer)

61




1bayaran
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AN DALAM PELAKSANAAN
SNGELUARAN NEGARA

Mienterileknis Menteri Keuangan
Selaku Pengguna Angg
Tanziozn Adminisiraiii lahapan Kemtabel

PENGUJIAN ‘

Pengujian :
 Substansial :

*Wetmatigheid ’)
*Rechtmatigheid .

* Formal

PEMBUATAN
KOMITMEN

» Wetmatigheid
» Rechtmatigheid
* Doelmatigheid
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etmatigheid dilakukan

1 tahu terhadap jawaban
‘apakah tagihan atas

an anggaran belanja negara itu sesuai
an ketentuan perundang-undangan
berlaku atau tidak, dan apakah

dana yang digunakan untuk membayar
tagihan atas beban anggaran belanja
negara itu tersedia dalam DIPA



echmatigheid dilakukan
1 tahu terhadap jawaban
apakah para pihak yang

>sual dengan peraturan yang
u.



oelmatigheid d1lakukan

anaan kegiatan / sub ..
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‘asar Hukum

g Nomor 17 Tahun 2003 tentang

mor 1 Tahun 2004 tentang

. Tahun 2004 tentang
saan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

N Negara

an Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang
aan Uang Negara/Daerah
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...

na yang dimiliki negara secara

keperluan  kas  untuk
_operasional pemerintahan
/investasi

patkan sumber dana yang paling efisien untuk
ayal kegiatan-kegiatan pemerintahan

Imalkan ‘ldle Cash’
rcepat penyetoran penerimaan negara
. Melakukan pembayaran tepat waktu

69



tar Belakang

Pengeluaran tidak melalui satu rekening
an/pengeluaran tersebar di banyak bank umum

gendapan uang pemerint “di bank umum tidak mendapat hasil

maksimal
cash

nya uang negara yang masih dikuasai oleh :
artemen/lembaga

hara : uang persediaan

Uang yang tersimpan di Bank Indonesia/lUmum tersebar di banyak
rekening dan tidak mendapatkan remunerasi yang layak




Pengelolaan Kas

aan dan pengeluaran kas negara
jatuh tempo

= Mengurangi jumlah bank accounts pemerintah

= Menurangi biaya revenue collection dan expenditure
processing (administration of payment process)



Penempatan/Investasi

UU No.l1 Tahun 2004 tentang
| oleh BUN :

lam SUN rangka pengelolaan kas.

ungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang
an pada Bl

24 ayat 1 dan 2

ungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yan
an pada bank umum sesuai dengan ketentuan pada ban
ang bersangkutan

Pasal 71 ayat 1-3

Memberikan batasan implementasi ayat 23 selama masa transisi,
dimana danlatakan bahwa hingga saat ‘semua’ SBI digantikan
dengan SUN, Bl akan membayar pada tingkat suku bunga yang
sama dengan fasilitas BLBI



patan/investasi

No.39 Tentang Pengelolaan Uang

ungkinkan untuk me rekening di Bank Sentral untuk
patan atas kelebihan dana pada RKUN.

kukan penempatan pada Bank Sentral/Bank Umum (ayat

= Mela

an investasi pada pada Surat Utang Negara (ayat 3)
ajib berkoordinasi dengan Bank Sentral



dan pengeluaran
a, dimana saldo kas penerimaan dan
uaran tersebut dikonsolidasikan dalam
a transaksi keuangan pemerintah.

= PERAMALAN KAS (CASH
- FORECASTING).



asury Single Account (TSA)

uap
satu rekening
(RKUN).

ran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
lolaan Uang Negara/Daerah

14 ayat 2)

Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum

egara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening

s Umum Negara

= Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.05/2007 tentang
Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank
Umum Mitra Kerja KPPN dalam Rangka Penerapan TSA

= Di 178 KPPN

n pengeluaran negara dilakukan melalui
ount) - Rekening Kas Umum Negara
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mp-Prinsip TSA

h rekening pemerintah ke
Negara (RKUN) di Bank

san Zero-Balance atas rekening
ah yang berada di luar Bl

lisasl “Cash Float” dan “ldle Cash”
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Kah-langkah Penerapan TSA

Impanan uang negara dalam satu rekening,
Umum Negara (RKUN).

gara masuk ke RKUN dan semua
ar dari RKUN.

harus dilimpahkan ke RKUN setiap

ua penerimaan ne

ilan saldo pada bank umum setiap hari dan penyediaan
ecara terpusat untuk pembayaran.

yang berada di Bank Indonesia dan bank umum
patkan bunga/jasa giro pada tingkat bunga pasar (yang
umum)

Penempatan idle cash pada rekening-rekening yang
menghasilkan bunga atau diinvestasikan pada instrumen
moneter yang aman dan menguntungkan.
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laksanaan TSA : Pencairan SP2D/SPT

Awal : Pukul 07.00
Tamb. Terakhir : Pukul 15.00 WIB

<€
Penihilan secepat-cepatnya
Pukul16.30 waktu setempat

- selambat-lambatnya pukul
- 17.30WIB

KP
BOI

, @ BANK INDONESIA

Penyampaian SP2D/SPT
Non Gaji Pukul 07.30-15.00
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nisme Pelaksanaan TSA Di KPPN
(Rekening Penerimaan)

Bank Indonesia .
(RKUN) Rekonsiliasi

Pelimpahan Penerimaa

Setiap Hari Laporan

|
|—| — KPPN
I

Bank

F=—=—===|7=-===-

Laporan

Persepsi

I | |

Wajib Bayar Wajib Pajak/ Wajib Pajak/ Wajib Pajak/
PBB/BPHTB Bayar Bayar Bayar

Persepsi Persepsi
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anaan Kas

007 tentang Pengelolaan Uang

Keuangan se atau Kuasa BUN Pusat
gungjawab membu perencanaan kas dan
kan saldo kas minimal (pasal 32 ayat (1)).
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“Latar Belakang

n dalam jangka waktu tertentu

a negara berkembang, pemantauan atas realisasi
anggaran) lebih diutamakan daripada
antauan kas pada masa yang akan datang.

erintah menyimpan sejumlah uang yang sangat
(idle cash) di Bank Indonesia dan di bank umum
sebagal langkah antisipasi atas pengeluaran negara

. Pemerintah masih melakukan pinjaman meskipun kas
negara dalam keadaan surplus
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r Belakang...

| Pengelolaan kas yang baik harus ditunjang

as yang akurat :

mendukung fungsi TSA
maan dan pengeluaran kas negara
. e account

encanaan kas men fungsi investasi
Inimalisasi idle cash

eningkatkan pendapatan negara dari
estasi/penempatan

ncanaan kas mendukung operasional pemerintah
tisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan

Memastikan ketersediaan dana untuk membayar
pengeluaran pemerintah
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_

tas aliran kas dan saldo uang kas
kas yang “menganggur’/ “bank

| endek dan menengah
prediksi ketidakse ngan arus kas serta
an untuk mengatasinya
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an dalam Pengelolaan Kas

aya manusia
nk Indonesia
2lum memadal

geografis Indo
han pola pikir
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Pelaporan

nggaran

PORAN KEUANGAN



waban Pelaksanaan APBN

)an pelaksanaan APBN, berupa laporan
Iksa BPK, disampaikan kepada DPR



AN PENGELOLA
ANGAN PEMERINTAH



VIERIETIRIEXIIS Menteri Keuangan

DJAK DJPn

Policy Policy
Formulation Implementation
Rorer)
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R Policy I |
- ~i<. Implementation .-~ i
....... .- . T :
1 1 |



Menteri Teknis Menteri Keuangan

DJAK DJPn

Policy Formulation Policy
. Implementation

Rokeu

Policy.
Implementation

Perb. Aklap: =N

Renstra ' RKA PB LK i Vou.cher
KIL | K/L K/L K/L i bayar




UN 2004

G
ERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
UNGJAWAB KEUANGAN NEGARA




ormasi Hukum

Prinsip dasar
pengelolaan
keuangan negara

., - Prilnfip-pll‘(insip umum
pengelolaan keuangan negara
T‘;Eul:oé(])g3 . (Hukum Tata Negara)

UU No. 1 Kaidah administratif

Tahun 2004 pengelolaan keu. negara
(Hukum Administrasi Keu. Negara)

UU No. 15 Prinsip-prinsip umum

Tahun 2004 pemeriksaan
keuangan negara




'ERUBAHAN MENURUT
UU-PPTJKN

G LINGKUP AUDIT BPK = Semua elemen KN,
tan Publik menurut UU (Pasar Modal, BUMN,

ngan, Pengelolaan, Tujuan Tertentu)
iIsusun BPK & dikonsultasikan dgn

ENSI PEMERIKSAAN BPK (Perencanaan, Pelaksanaan
n)

EMERIKSAAN (Opini, Rekomendasi, Kesimpulan; +
Yang Diperiksa)

IAN LHP (DPR/DPD/DPRD, Terbuka utk Umum); KASUS

PENYA
(Penyidik)

EWAJIBAN TINDAK LANJUT
KETENTUAN PIDANA (Auditan & Auditor)




NG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
AWAB KEUANGAN NEGARA

meriksa dan Pemeriksaan:

dirian dalam Pelaksanaan
riksaan;

's Pemeriksa terhad formasi;

nangan untuk Mengevaluasi Sistem
ndalian Intern;

il Pemeriksaan dan Tindak Lanjut;
ngenaan Ganti Kerugian Negara; dan
9. Sanksi Pidana.




gértian Pemeriksa dan Pemeriksaan

adalah suatu proses indentifikasi
IS, dan evaluasi yang dilakukan
, Obyektif, dan profesional
asarkan stan emeriksaan, untuk menelai
naran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
asl mengenal pengelolaan dan tanggung
keuangan negara.

Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara untuk dan atas nama BPK



AAN KEUANGAN NEGARA

latan pejabat pengelola
lai dengan kedudukan dan
nnya, liputi:
canaan;
anaan,
asan; dan

ggungjawaban.




‘WAB KEUANGAN NEGARA

Intah untuk melaksanakan
n Negara secara:

ada peraturan dang-undangan;
nsi, ekonomis, dan efektif; dan

aran,;

memperhatikan rasa keadilan dan



BINGKUP PEMERIKSAAN

SAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

PASAL 4 UU PPTKN



BILUEN IS PEVERIKSAAN

PEMERIKSAAN
KEUANGAN
- ™

PEMERIKSAAN
KINERJA

PEMERIKSAAN DGN
TUJUAN TERTENTU

* Pemeriksaan atas Pengelolaan

Keuangan Negara

+ Pemeriksaan atas laporan keuangan

Pemeriksaan atas aspek
ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas

+ Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan

khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja

+ Termasuk pemeriksaan atas hal-hal yg

berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan
investigatif dan pemeriksaan atas sistem
pengendalian intern pemerintah

99



ngelolaan dan Tanggung Jawab
ra dilaksanakan dengan

=1 STANDAR PEMERIKSAAN
= (PASAL 5 UU PPJKN)
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MAR PEMERIKSAAN

melakukan pemeriksaan
anggung jawab keuangan

< Standar Umum, :

tandar Pelaksanaan Pemeriksaan,
dan

standar Pelaporan

. yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau
Pemeriksa.
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asan)

pemeriksaan akuntan publik wajib disampaikan ke
dipublikasikan



neriksaan, perencanaan;

nNaan pemeri
an waktu;
pemeriksaan
uUnan dan penyajian laporan pemeriksaan
secara bebas dan mandiri oleh BPK

Pasal 6 UU PPJKN
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mvENANGAN BPK

lksaan dapat memanfaatkan
aparat pengawasan intern

tern pemerintah wajib disampaikan ke
pemeriksaan BPK dapat

nakan tenaga ahli dari luar yang
untuk dan atas nama BPK



yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak
engan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan
angan negara;

ng disimpan di berbagai media, aset,
atau dokumen dalam penguasaan
ndali dari entitas lain yang menjadi objek pemeriksaan atau
lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas
aannya,

an penyegelan tempat penyimpan uang, barang, dan
pengelolaan keuangan negara,;

Meminta keterangan kepada seseorang;

Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat
sebagai alat bantu pemeriksaan.

Pasal 10 UUPPTKN
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PENYUSUNAN LAPORAN HASIL
RIKSAAN (LHP)

setelah pemeriksaan selesai

enyusun laporan interim

saan, bilaman lukan




HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Tem_uan
Kinerja Kesimpulan

Rekomendasi

Pemeriksaan _
TujuanTertentu — Kesimpulan



PINFAUDIT

dalah pernyataan profesional pemeriksa
n informasi keuangan.

dar akuntansi pemerintah

npa pengecualian (ungqualified opinion)

« Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)

'+ Tidak wajar (adverse opinion)

 Menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)



-Temuan

al melebihi taget kinerja
toh bagi unit kerja lain

1 negatif:
laktaatan pada peraturan
lensi

akefektivan

han



meriksa berdasarkan hasi|

dan/atau badan yang

-kukan tindakan dan/atau perbaikan



o Lani

itindaklanjuti:

n tidak dapat ditindaklanjuti:
lasan/alasan
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MAS HASIL PEMERIKSAAN

ejabat pemerintah yang
b atas temuan, kesimpulan,
. pemeriksa dimuat atau
hasil pemeriksaan

rkan pada la



¢=) | HP LAPORAN KEUANGAN Oleh BPK

2 bulan
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\N. LHP LAPORAN KINERJA & TUJUAN
" TERTENTU Oleh BPK
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m:ll(HTISAR HASIL PEMERIKSAAN




disampailkan  kepada
erwakilan dinyatakan

L UN

sebagaimana dimaksud ayat (1)
lermasuk laporan yang memuat
o negara yang diatur dalam
an perundang-undangan.




rTINDAK LANJUT

nindaklanjuti rekomendasi dalam LHP

berikan jawaban atau penjelasan
tindak lanjut atas rekomendasi
batnya 60 hari setelah LHP

1lemantau pelaksanaan tindak lanjut LHP

at yang tidak melaksanakan tindak lanjut dikenai
administratif sesual dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang kepegawaian

BPK memberitahukan hasil pemanatauan tindak lanjut
kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan
semester

Pasal 20 UUPPTJKN



engenali pemeriksaan atas laporan
gaimana dimaksud dalam Undang-
akan mulai tahun anggaran 2006

yelesain ganti lan negara/daerah yang sedang
ukan BPK dan/atau Pemerintah pada saat UU ini
| berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
ran perundang-undangan yang ada sebelum UU

\ cara penyelesalan ganti kerugian negara
- sebagaimana dalam UU ini selambat-lambatnya satu
tahun setelah UU ini

(UUPPJKN Pasal 27)



‘ELAKSANAAN UU PPTKN

LHP kpd Legislatif;

ra Penyelesaian Kerugian Negara.
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. Jorma kesih, «

~ieiioga Berizilzet

HATUR NUHUN
Semoga Bermanfaat




